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' PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk
menyesuaikan kembali semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah;

b. bahwa tarif Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 10 Tahun 1999
dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;

c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Gangguan
dengan suatu Peraturan Daerah,;

Mengingat + 1. Undang-undang/Hinder Ordonansi (HO) Staatblaad Tahun 1928 Nomor
226 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Staatblaad
Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 962);,

3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2104);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2943),

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);



6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3274),

8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);,

11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338);,

15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3952);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4095);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);

19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara
Penanaman Modal,



20.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tata
Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang
Mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1
Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang
Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian
Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana
Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta
Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-
undang Gangguan (UUG/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang
Berlokasi di Daerah/ Kawasan Industri);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata
Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-
undang Gangguan (UUG/HO bagi Perusahaan yang Berlokasi di luar
Kawasan Industri);

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04-PN.07.03 Tahun 1984
tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah
Tingkat II;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21
Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-

produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan
Peraturan Daerah,;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang
Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-undang Gangguan Perusahaan;




a

35. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor
43 Seri E 43).

36. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2004 Nomor 3 Seri E 3);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

Menetapkan

PADANG PANJANG NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI I1ZIN GANGGUAN.

: PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 14

TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan  komanditer,
peseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama
dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dana
pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan
bentuk badan lainnya.

6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi
atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
pengunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

7. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk
oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi.



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat
yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ketempat
pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat
SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar
penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya
jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah
kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi
dan jumlah yang harus dibayar.

Surat Ketetapaan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

Pemeriksaan adalah  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan Retribusi Daerah.

Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari  serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan di suatu lokasi dan lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya,
kerugian dan gangguan.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang

pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya,



kerugian dan gangguan.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah tempat usaha yang lokasinya
telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Daerah.

Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin
tempat usaha.
BAB I
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal §

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas
ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.

(2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini, adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap
lantai.

(3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :

Kawasan Industri ... ....oovveeeeieeecee e ceeeeeeeeceeeee e aeeen. ... indeks 1

Kawasan Perdagangan ....................... eeevvineenen....indeks 2

Kawasan Pariwisata ... .........ooeeveoeeeeoiaeeeeeeieeeeeninensn....indeks 3

Kawasan Perumahan dan Pemukiman ..............................indeks 4
BABV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya
penyelenggaraan pemberian Izin gangguan sebagian atau seluruhnya.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya
pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan
dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.



BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

oleh Kepala Daerah sebagai berikut :

a. Kawasan Industri :

(1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.

(2) Besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan

Luas 0 s/d 50 m’ Rp. 7.000,~/m’
Luas 51 s/d 100 m? Rp. 6.750,-/m’
Luas 101 s/d 150 m? Rp. 6.500,-/m>
Luas 151 m? dan seterusnya Rp. 6.250,-/m*
b. Kawasan Perda%angan :
Luas 0 s/d 50 m Rp. 6.250,-/m’
Luas 51 s/d 100 m’ Rp. 6.000,-/m>
Luas 101 s/d 150 m* Rp 5.750,-/m’
Luas 151 s/d dan seterusnya Rp 5.500,-/m2
c. Kawasan Pariwisata :
Luas 0 s/d 50 m® Rp. 4.750,-/m’
Luas 51 s/d 100 m? Rp. 4.500,-/m>
Luas 101 s/d 150 m’ RP. 4.250,-/m>
Luas 151 dan seterusnya Rp. 4.000,-/m’

d. Kawasan Perumahan dan Pemukiman

Luas 0 s/d 50 m* Rp. 3.800,-/m’
Luas 51 s/d 100 m’ Rp. 3.500,-/m>
Luas 101 s/d 150 m* Rp. 3.200,-/m’
Luas 151 dan seterusnya Rp. 2.900,-/m*

BAB VII
CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI
Pasal 9

Besarnya Reribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dengan tingkat penggunaan
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin usaha
diberikan.




BABIX .
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 11

(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun,
kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

(2) Setiap satu tahun sekali pengusaha wajib mendaftarkan ulang izin
usahanya.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 13
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD.
(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib

Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB XI
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 14

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan
SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan
o'leh Kepala Daerah.



BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.
BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka
untuk satu kali masa retribusi.

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDBT dan STRD.

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 18
(1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan
yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah,
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih
melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.




BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi
tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat
keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan Keputusan atas
keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi
yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak

diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
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(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini
telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama
1(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi
tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 22

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya
menyebutkan :

a. nama dan alamat Wajib Retribusi;

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan pembayaran  retribusi
disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos
tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala
Daerah.

Pasal 23

(1) Pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4)
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah dapat melakukan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

11




(2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi di
tetapkan oleh Kepala Daerah.
BAB XIX
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 25
(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila :
a. diterbitkannya surat teguran; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.
(3) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
BAB XX
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 26

Pemungutan Retribusi Izin Gangguan ditugaskan kepada unit kerja terkait.

BAB XXI
KOORDINASI DAN UPAH PUNGUT
Pasal 27

Wewenang untuk melakukan koordinasi dan monitoring pemungutan
Retribusi Izin Gangguan dilakukan oleh Unit Kerja Terkait.

Pasal 28

(1) Terhadap pemungut Retribusi Izin Gangguan diberikan upah pungut
sebesar 5 % (lima perseratus).

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
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merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi

terutang.

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
Pelanggaran.

BAB XXIII
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang
berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adalah :

a.

e -

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf'e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah,;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana yang

berlaku.
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BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan
Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan
Daerah ini.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ' orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Di tetapkan di Pa Panjang

Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.
4
pada tanggal D YESRwh: 2004 M

12 2ol 1424 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

SU SYAM

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 3 Asm=eT 2004 M
11 murwzamm 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KQTA PADANG PANJANG,

AULIZUL SYUIB

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2004 NOMOR ie SERIC. 4,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 14 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab
serta untuk mendukung terlaksananya pembangunan di segala bidang agar sesuai dengan yang
diharapkan, maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk menghimpun dana dengan cara
menggali sumber-sumber pendapatan yang ada di Daerah schingga tercapai peningkatan
Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang.

Guna mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dimaksud, maka objek dan tarif
Retribusi Izin Gangguan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Padang Panjang Nomor 10 Tahun 1999 perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan, pengaturan,
pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana dan sarana guna
melindungi kepentingan umum untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan bahaya, kerugian
dan gangguan bagi lingkungan maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Izin
Gangguan dalam Daerah Kota Padang Panjang dengan suatu Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3  ayat(1) : Yang dimaksud dengan Objek Retribusi adalah :
1. Pabrik kimia, tekstil, cat, plastik, pupuk, sabun, semen,
penyamakan kulit dan lain sejenisnya.
Pabrik obat-obatan, cuka, spiritus.
Pabrik karoseri mobil.
Industri elektronika.
Industri pengolahan logam
Pabrik makanan dan minuman.
Percetakan.
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
. Perbengkelan kendaraan bermotor.
0. Pencucian kendaraan bermotor.
1. Penggilingan padi, kopi, cabe, tepung dengan menggunakan
mesin.
12. Bengkel las, ketuk, bubut dan lain-lain.
13. Toko besi, bahan bangunan.
14. Perusahaan batu bara, mar-mar, penggilingan batu kapur dan
sejenisnya.
15. Penumpukan barang bekas.
16. Pembakaran batu kapur.
17. Penyimpanan bahan peledak.
18. Pergudangan, ruang tempat menyimpan barang.
19. Tempat penggergajian kayw/sawmill.
20. Billyard mesin, permainan anak-anak.
21. Hotel berbintang.
22. Hotel dan restoran, losmen.
23. Rumah makan.
24. Penyalur pupuk.

== N0 RN R LN
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Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10
Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32

ayat (2)

25. Peternakan, pembibitan ayam ras.

26. Pengolahan bahan-bahan yang berasal dari hewan.
27. Penyaluran minyak pelumas dan pangkalan minyak tanah.
28. Apotik, toko obat.

29. Salon kecantikan, pangkas rambut.

30. Penjualan pecah belah.

31. Video rental, photo studio, bioskop.

32. Bengkel elektronik.

33. Taman bacaan.

34. Radio swasta.

35. Biro reklame.

36. Usaha meubel/perabot.

37. Kontraktor, konsultan, instalator.

38. Super market, pasar swalayan.

39. Show room kendaraan bermotor, elektronika.
40. Warung nasi, kopi dan sejenisnya.

41. Leveransir/grosir hasil bumi dan palawija.
42. Pabrik makanan unggas.

43. Toko emas dan barang perhiasan lainnya.

44. Taman rekreasi.

45. Toko onderdil kendaraan bermotor.

46. Perusahaan kecap dan lain-lain dalam botol.
47. Warung telekomunikasi.

48. Penjahit.

49. Bank swasta.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas
: Cukup jelas
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